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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 156 TAHUN 2021

TENTANCG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

PENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa sebagal pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Banyvuasin Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggasran Pendapatan dan Belamga
Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Musi Banyvuasin tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 195% tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomer 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 55, Undang-Undang Dararat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956) dan
Undang-Undang Darurat Nomor & Tahun 1956 [Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan
Daerah Tingkat [I Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195% Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821}



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomar 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerahh dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587):
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tenta rE
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomaor 5679);



o

10.

11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000  Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan  Umum
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
[Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
kKedudukan keuangan Gubernur Sebagai  Wakil
Pemerintah  di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 5107) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);



14,

1G.

17.

18.

19,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
lentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomoer 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tenilang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menter: Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Ewvaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tenlang Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja Daerah  dan  Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah [Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomaor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 734);



20,

21.

22,

23.

24

26.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang  Pengelompokan  Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggpunaan Bantuan Keuangan
Partal Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman  Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Kementerian ~ Keuangan — Nomor
I7/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transler ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam
rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknva  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Namor 149);
Feraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2007 Nomor 22);

Peraluran Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM])
Kabupaten Musi  Banyuasin Tahun 2012-2021
[Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2012 Nomor 94);



27. Peraturan Daerah Nomoer 14 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14):

28, Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor
53 Tahun 2021 tentang Perubahan EKetiga atas
Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020  (Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
Nomor 99, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Nomor 65 |;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021,

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini vang dimaksiid dengan:

Pazal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula
berjumlah 3.261.494.190.000,00 bertambah sejumlah Rp.
1.178.923.374.812,00 schingga menjadi Rp. 4.440.417.564.812,00 dengan
rincian sebagai berikur :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula Ep. 3.201.494, 190.000,00
b. Bertambah Rp. 412.196.147.116,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 3.613.690,337.116,00

[

Belanja Daerah

a. Semula Ep. 3.054.139.969 409,00

b. Bertambah Ep. 1.144.923.374.812.00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 4.199.063.344.221,00
(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 585.373.007.105,00)



3.

Pembiayaan

a.

Penerimaan

1) Semula Rp. &0.000,000.000,00

2) Bertambah Rp. TG, 727,227 696,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan  Rp.  826.727.227.696,00

Pengeluaran

1] Semula REp,  207.354.220.5391,00

4] Bertambah Rp 34.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Ep. 241.354.220.591.00
Jumlah Pembiayvaan Netto setelah

perubahan Rp. 585,373.007.105,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Uraian lebilh lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
scbagaimana dimaksud dalamn Pasal 2, tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdini dari:

1

3.

4y

.

Lampiran 1

Lampiran [I

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Fenjabaran  Perubahan  APBD  Menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Obiek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Dallar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besarsan
Hibah:

Daltar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Keglatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Kincian DBH-S8DA  Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Menurut Urisan  Pemerintahan  Daerah,
Orgamsasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan
Pembiavaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastukiur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Keglatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayvaan; dan



8. Lampiran VIII Sinkromsasi Kebijakan Pemernmntah Provins /Kabupaten/
kKota pada Dacrah Perbatasan Dalam Eancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program FProntas
Perbatasan Negara,
Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD vang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati Musi Banyuasin int mulat berlaku pada tanggal dindangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bunati Musi Banvuasin dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Sekayu
}ﬁnﬂn fﬂngﬂn'l 12 Nletaher 20721

Pit. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL RITPATI,

tid
BENI HERNEDI

Dmundangkan di sckayvu
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAEKAH
KABUPATEN MLUISI BANYUASIN,

ted
H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 1586

Salinan sesual dengan ashinya

ROMASARI PURBA, 5H., M.5i
NIP 19200715 199903 2 003
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